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PUTUSAN

Nomor 0982/Pdt.G/2018/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai

Gugat antara: 

Penggugat,  umur  19   tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

pendidikan SLTP,  tempat  kediaman di  Kp.  Cilayung Rt.

001  Rw.  004  Kelurahan  Wargamekar Kecamatan

Baleendah Kabupaten Bandung , sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,

tempat  kediaman  di  Kp.  Cilayung  Rt.  001  Rw.  004

Kelurahan  Wargamekar Kecamatan  Baleendah

Kabupaten  Bandung,  namun  sekarang  sudah  tidak

diketahui  lagi  keberadaanya  di  dalam  maupun  di  luar

negeri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas

(Ghaib)., sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah  mendengarkan  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti

yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember

2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan

register  Nomor  0982/Pdt.G/2018/PA.Sor,  tanggal20  Desember  2018  telah

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  saat  ini  bertempat  tinggal  di  Kp.
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Cilayung  Rt.  001  Rw.  004  Desa  Wargamekar  Kecamatan  Baleendah

Kabupaten  Bandung  sebagaimana  ternyata  dari  KTP  atas  nama

Penggugat tanggal 17 Oktober 2017  yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. 

2. Bahwa  pada  tanggal  02  November  2015,  Penggugat

dengan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan  di  Wilayah  Hukum

Kecamatan  Baleendah  Kabupaten  Bandung  sebagaimana  ternyata  dari

Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nomor

1662/015/XI/2015 tertanggal 02 November 2015 

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  Kp.  Cilayung  Rt.  001  Rw.  004  Desa  Wargamekar

Kecamatan  Baleendah  Kabupaten  Bandung,  dan  telah  bergaul  baik

selayaknya suami istri, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama

M Fahri Nur Rizki, tempat tanggal lahir Bandung 07 Oktober 2015;  

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

bahagia  dan  sejahtera,  namun  sejak  September  2016  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  di  sebabkan  karena,  Tergugat

diketahui  kurang  bertanggung  jawab  dalam  hal  nafkah,  adapun  jika

memberi Rp.500.000/Bulan itupun tidak rutih sehingga kurang mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari. 

5. Bahwa  puncak  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi  pada  Bulan  September  2016,  yang  akibatnya  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat, dengan alamat semula di Kp. Cilayung Rt. 001

Rw. 004 Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung,

namun  sekarang  sudah  tidak  diketahui  lagi  keberadaanya  di  dalam

maupun di  luar negeri,  sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. 

6. Bahwa  lebih  kurang  sejak  Bulan  September  2016,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa

alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui  alamatnya yang jelas dan
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yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) 

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari  keberadaan

dan kabar dari  Tergugat akan tetapi tidak berhasil,  dan Penggugat telah

mendapatkan  Surat  Keterangan  Ghoib  Nomor  474.5/1757/Pem/XII/2018

tertanggal  20  Desember  2018  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Kelurahan

Wargamekar. 

8. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  tersebut,

Penggugat  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  melanjutkan  rumah  tangga

bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga  yang  sakinah,  mawadah  warohmah  tidak  dapat  terwujud,  dan

apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang

berkepanjangan;  

9. Bahwa  Penggugat  bersedia  menanggung  biaya  yang

timbul akibat perkara ini;  

Bahwa segala  uraian  yang  telah  Penggugat kemukakan,  Penggugat

mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa

pada  suatu  persidangan  yang  ditentukan  untuk  itu,  guna  memeriksa  dan

mengadili  permohonan  ini  dan  lebih  lanjut  berkenan  memutuskan  dengan

amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tegugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau

Apabila  Ketua  Pengadilan  Agama Soreang  Cq  Majelis  Hakim berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir

sendiri  di  persidangan  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  pula

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di

persidangan, meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut melalui Media

Massa Radio Kandaga FM sebagaimana relaas tertanggal 07 Januari  2019

                                         Putusan Nomor 0982/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  06  Februari  2019,  yang  mana  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadiran

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  dengan  cara

menasehati  Penggugat agar kembali  rukun dan membina rumah tangganya

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan  Penggugat  yang  dilakukan  dalam  sidang  tertutup  yang  pada

pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ...

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan

Sipil  Kabupaten  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat.  Bukti  surat  tersebut

telah  diberi  materai  cukup  dan  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan

dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi

tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor 1662/015/XI/2015 tanggal

02  November  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kantor  Urusan Agama Kecamatan Baleendah

Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

dinazegelen  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Jajang Pardi  bin  Idi  Sukardi, umur  45  tahun,  agama Islam,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung CIlayung RT 01 Rw 04

Desa Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kab Bandung. Saksi adalah

Ayah  Kandung  Penggugat.  Saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai

suami Penggugat;
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 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di Kampung Cilayung Rt 001 Rw 004 Desa Warga Mekar

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

 Bahwa  yang  saksi  tahu  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  rukun  dan  harmonis  namun  sejak  Pertengahan

Tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  saya  tidak  pernah  melihat  antara  Penggugat  dengan

Tergugat bertengkar hanya saja saya mendengar dari Penggugat;;

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah

Penggugat; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal

sejak Akhir tahun 2016 yang lalu;

 Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh

wilayah Republik indonesia;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. Sofian  bin  Rahmat, umur  35  tahun,  agama Islam,  pekerjaan

Buruh,  tempat  tinggal  di  Kampung Gunung Sari  Rt  03  Rw 03 Desa

Bojng Manggu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Saksi

adalah Paman Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai

suami Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di Kampung Cilayung Rt 001 Rw 004 Desa Warga Mekar

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

 Bahwa  yang  saksi  tahu  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  rukun  dan  harmonis  namun  sejak  Pertengahan

Tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  saya  tidak  pernah  melihat  antara  Penggugat  dengan

Tergugat bertengkar hanya dengar dari Penggugat;
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 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  kurang  bertanggungjawab  dalam  hal

nafkah Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal

sejak Akhir tahun 2016 yang lalu;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

 Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh

wilayah Republik indonesia;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulannya  yaitu

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis

Hakim  menunjuk  Berita  Acara  Sidang  perkara  ini  yang  merupakan  bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan  di atas; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  ditentukan  Tergugat

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan

patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh

suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian  harus dinyatakan

Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  tersebut  diputus  dengan  verstek  sesuai

dengan ketentuan  Pasal 125 H.I.R dan sesuai pula  dengan  hujjah syar’iyyah

yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya’ Juz II halaman 137 yang oleh

Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

ِ لبَدُّ من احضار الزّوجَْينِْ فىِ مَجْلسِِ الحَاكمِ
فإَنْْ امِْتنَـَعَ أحََدهمَا بغِيَرِْ عذُرٍْ ولَمَْ يكَـُنْ

احضاره بالِقُوةِّ حكم علَيَهِْ غِياَباً
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Artinya: “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis  Hakim,  jika  salah  satunya  berhalangan  dan  tidak  dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  telah berupaya secara maksimal

untuk  mendamaikan  dengan  cara  menasehati  Penggugat,  agar  Penggugat

rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  yang  dijadikan

alasan  gugatan  Penggugat  adalah  pada  intinya  Penggugat  mohon  agar

dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri  Penggugat dengan

alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena

Tergugat  diketahui  kurang bertanggung jawab dalam hal  nafkah dan Sejak

September 2016 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu

pula sudah tidak tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan  alat-alat  bukti  surat  (P.1  dan  P.2)  yang telah

memenuhi  syarat  formil  dan materiil  sebagai  akta  otentik  sesuai  ketentuan

Pasal  165  H.I.R.,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  alat-alat  bukti  surat

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya,  Penggugat mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Soreang dengan pokok

alasannya sebagaimana terurai di atas, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1),

telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  beserta  Penjelasannya  yang  telah

diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
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Pengadilan Agama Soreang baik  secara absolut  maupun relatif  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang,  bahwa  dari  alat  bukti  (P.2),  maka  terbukti  bahwa

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan

yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan

Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana

tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti

tertulis,  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,  saksi-saksi  tersebut

setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R, sehingga Majelis

Hakim  dapat  menerima  dan  mempertimbangan  keterangan  saksi-saksi

tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat

bukti  tertulis  maupun  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  di  depan

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  sebagai

berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena

adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;

3. Bahwa,  penyebab  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat; 

4. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  telah  pisah  tempat  tinggal

sejak Akhir tahun 2016 yang lalu;

5. Bahwa,  selama  pisah  rumah  tersebut  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi  saling  menjalankan  kewajibannya

masing-masing sebagaimana layaknya suami istri; 

6. Bahwa,  telah  ada  upaya  penasehatan  dari  saksi  agar  Penggugat

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; 

7. Bahwa,  dalam  persidangan  Penggugat  bersikeras  ingin  bercerai

dengan Tergugat;

8. Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh

wilayah Republik indonesia;
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Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis

Hakim berpendapat,  perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah

pecah sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan

hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa

cinta  dan  kasih  sayang  serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang  fundamental

dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak

terwujud  tujuan  perkawinan  dalam  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  dikehendaki  dalam Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun

1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah

mawaddah dan rahmah sesuai  dengan Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat Ar-Ruum: 21

yang berbunyi:

َۡومَِن ۡأنَفُْسِكمُۡ  خَلقََ لكَمُْ مّنۡ أنَٓتهِِٰ ءَاي
نكَمُْ مّودَةًّۡهاَ وجََعلََ بيَۡاْ إلِيَٓكنُوُۡجًا لتّسَٰوَۡأزَ

َٓلكَِ لَٰ إنِّ فيِ ذَۡمَةًۡورََح مٍۡتٍ لقَّوٰي
 .يتّفََكرُّونَْ

Artinya :  “Dan di  antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu
rasa kasih dan sayang……”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  dalam  hal  ini

perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah

kerusakan yang lebih besar  dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan

diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga

dampak  sosiologis,  budaya  dan  agama  dalam  Masyarakat  jika  dibiarkan

berlarut-larut)   dan dipandang pula  sebagai  bentuk  penyelesaian yang adil

bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kai

dah Ushuliyyah yang berbunyi:
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المصالح      جلب من اولى المفاسد  درء

Artinya  :  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;

2. Kit

ab ”Ghoyah al-Marom”, halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim yang berbunyi: 

عدم  واذا طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتد
Artinya : ”Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak

maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

3. Kit

ab ash-shawi, jilid IV, halaman 204:

فالمــناسب          مودةّ ول محبـّـة بينـهما توجـد لـم بأن اختلـف فإن

المـفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri)

dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik

adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

379/K/AG/1995  tanggal  26  maret  1997,  menyatakan  bahwa:  “suami-  isteri

yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka

gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dinyatakan  dapat

dikabulkan ;

Menimbang,  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  dalam  perkara  ini  adalah

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat  2
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huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

  Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini;

MENGADILI 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Soreang pada hari  Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi,

bertepatan  dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah

Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan

Elfid  Nurfitra  Mubarok,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim   Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum pada hari

itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan  dibantu  oleh  Zainal  Abidin,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota I

           

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

                                                    

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..
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Hakim Anggota II

           

Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.

                                            Panitera Pengganti

                                         Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara   :  

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00,-
2. Biaya Proses : Rp.  50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp.  70.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 140.000,00,-
5. Meterai : Rp.   6.000,00,-
6 Redaksi : Rp.  10.000,00,-

Jumlah : Rp. 306.000,00,- 
     ( tiga ratus enam ribu rupiah);  

AN SESUAI DE
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